SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Mengingat:

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan
Peraturan  Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran 2021.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
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Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6776);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
kepada Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5275);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2021
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

a. Pendapatan

1) Pendapatan Asli Daerah Rp 1.310.528.740.581,31
2) Pendapatan Transfer Rp 2.626.382.357.008,00
3) Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah Rp 21.105.198.908,00
Jumlah Pendapatan Rp 3.958.016.296.497,31
Belanja
1) Belanja Operasi
a) Belanja Pegawai Rp 1.210.423.059.765,00
b) Belanja Barang & Jasa Rp 1.005.883.042.598,00
c) Belanja Bunga Rp 38.724.931.630,00
d) Belanja Subsidi Rp 62.972.000,00
e) Belanja Hibah Rp 544.370.987.679,00
f) Belanja Bantuan Sosial Rp 27.112.235.218,00
Jumlah Belanja Operasi Rp 2.826.577.228.890,00
2) Belanja Modal
a) Belanja Tanah Rp 26.305.556.987,00
b) Belanja Peralatan
dan Mesin Rp 176.526.848.182,00
c) Belanja Gedung dan
Bangunan Rp 308.290.849.539,00
d) Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp 518.991.608.652,00
e) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 1.139.045.750,00
Jumlah Belanja Modal Rp 1.031.253.909.110,00
3) Jumlah Belanja Tak Terduga Rp 6.499.465.833,00

4) Jumlah Belanja Transfer Rp 488.583.320.599,00



Jumlah Belanja Rp 4.352.913.924.432,00

Surplus / (Defisit) Rp (394.897.627.934,69)

c. Pembiayaan Daerah
1) Penerimaan Daerah Rp 778.824.827.106,97
2) Pengeluaran Daerah Rp 79.789.898.452,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 699.034.928.654,97
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp 304.137.300.720,28

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Rancangan Peraturan
ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Rancangan Peraturan
ini.

Pasal 5
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan
ini.

Pasal 6
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran IV Rancangan
Peraturan ini.

Pasal 7
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5
dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.



Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 13 Oktober 2022

GUBERNUR SULAWESI UTARA,
ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
ttd
PRASENO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 14
Salinan sesuai dengan aslinya

NIP.19680206 199403 2 008



